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KATA PENGANTAR

Salah satu tujuan didirikannya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 
Warmadewa (FKIK Unwar) antara lain adalah mendidik mahasiswa melalui proses 
pendidikan yang dikelola dengan baik untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 
kompetensi tinggi, mampu menjalankan profesi yang menjunjung tinggi etika sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selaras dengan tuntutan masyarakat yang 
terus meningkat. Mengelola institusi pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan
bukanlah hal yang mudah karena pelaksanaannya mempunyai kompleksitas yang tinggi. Oleh 
karenanya dibutuhkan suatu tuntunan yang bisa menjadi acuan bagi seluruh pengelola 
pendidikan sehingga proses pendidikan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang 
direncanakan oleh institusi. Untuk tujuan tersebut, perlu dibuat Buku Peraturan Akademik 
yang  akan memandu atau mengarahkan para pelaksana pendidikan dalam melaksanakan dan 
mengambil keputusan penting, yang terkait dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi

Buku ini memuat informasi yang komperhensif tentang penyelenggaraan pendidikan 
di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, meliputi pendidikan 
sarjana dan pendidikan profesi,sebagai wujud misi fakultas  dalam menyelenggarakan Tri 
Darma Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan yang baik ini, pertama kami atas nama pengelola menghaturkan puji 
syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-
Nya Buku Peraturan Akademik  ini berhasil disusun dan diterbitkan;  kedua kami 
mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh komponen yang terlibat 
dalam penyelesaian buku ini diantaranya anggota Senat FKIK Unwar, Tim Penyusun Buku 
Peraturan Akademik, UP3K, BPM dan BEM, atas partisipasinya sehingga buku ini berhasil 
disusun dan diterbitkan.  

Kami memahami bahwa Buku Peraturan Akademik ini belumlah sempurna, namun 
diharapkan mampu menjadikan pegangan dan landasan di dalam mengambil keputusan 
institusional dalam mengemban visi-misi FKIK Unwar.  Jika di dalam perjalanan institusi ke 
depan diperlukan penyesuaian, maka sangat terbuka untuk merevisi buku ini atas dasar 
kesepakatan kita bersama.  

Denpasar, 27 Desember 2016

Tim Penyusun 
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ISTILAH UMUM

Pengertian istilah-istilah yang dipakai pada buku ini :

Unwar : Universitas Warmadewa 

Rektor : Rektor Universitas Warmadewa

FKIK : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Senat : Senat FKIK Unwar

Dekan : Dekan FKIK Unwar

Wakil Dekan : Wakil Dekan I, II. III FKIK Unwar

UP3K :  Unit Pengembangan dan Pelaksana Pendidikan Kedokteran 

FKIK Unwar

Kordik : Koodinator Pendidikan di lingkungan FKIK Unwar

Bagian : Bagian-bagian di lingkungan FKIK Unwar

Dosen : Dosen tetap dan dosen Honorer FKIK Unwar

Dosen PA : Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Fasilitator : Dosen yang  memfasilitasi PBM mahasiswa pada sistem blok

Mahasiswa : Mahasiswa FKIK Unwar (Program Studi Pendidikan Dokter,  

Program Studi Ilmu)

Pegawai : Pegawai administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan teknisi 

FKIK Unwar

Alumni : Alumni FKIK Unwar

Kurikulum : Kurikulum masing-masing program studi
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BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1
Di Universitas Warmadewa (Unwar) unsur pelaksana akademik adalah Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Ksehatan (FKIK). Dalam konteks ini peran FKIK adalah merancang, 

mengembangkan, melaksanakan dan sekaligus mengevaluasi kegiatan Tri dharma Perguruan 

Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam implementasinya ketiga tugas penting ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen 

dan mahasiswa (sivitas akademika), bersama-sama pegawai. Agar tugas tersebut dapat 

terlaksana dengan baik dibutuhkan acuan atau peraturan yang mudah dipahami.

Tugas pelayanan pendidikan dapat berlangsung dengan baik apabila ada sinergi ketiga 

unsur pelaksana akademis dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini bisa tercapai apabila 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Ksehatan Unwar memiliki buku peraturan akademik yang 

dapat dipakai sebagai acuan tertulis. Buku ini memuat organisasi, tugas, dan fungsi unsur-

unsur Fakultas serta aturan-aturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Setiap 

unsur pelaksana akademis wajib mengetahui, memahami, serta memakai buku ini sebagai 

panduan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan ini ada keyakinan, 

bahwa visi, misi, dan tujuan fakultas dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. 

Untuk memenuhi kebutuhan institusi, maka dibuat Buku Peraturan Akademik  yang 

bersifat umum. Buku Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Warmadewa tahun 2015 ini merupakan buku panduan umum yang nantinya 

digunakan sebagai acuan dan landasan bagi seluruh program studi yang terbentuk dalam 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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BAB II
IDENTITAS

Pasal 2
(Sejarah berdirinya)

Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Unwar (PSPD Unwar) awalnya digagas dan 

dicetuskan oleh Mantan Rektor Unwar periode 2003-2006 yaitu Prof. dr Ida Bagus Tjitarsa, 

MPH (alm). Gagasan ini ditindaklanjuti oleh Yayasan dengan membentuk Tim yang diketuai

oleh Ir. Putu Suranata, MT (Pembantu Rektor I) yang ditugaskan untuk menyusun proposal. 

Sampai akhir masa kepemimpinan Prof. Tjitarsa, tim belum behasil menyelesaiakan proposal 

dimaksud.

Berikutnya pada masa kepemimpinan Rektor Prof. Dr I Made Sukarsa, SE, MS, (2007-2011) 

gagasan pendirian PSPD Unwar ditindaklanjuti secara lebih intens terutama setelah mendapat 

dukungan penuh dari Rektor Unud (Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD, KHOM dan Dekan 

FK Unud (Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.ParK) dengan membentuk tim baru 

yaitu Tim PPSPDU (Tim Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Unwar) yang 

diketuai oleh Drs I Made Yudhiantara, MAP (PR I, Unwar, periode 2007-2011). Personil dari 

tim ini berasal dari berbagai stakes holders (Unwar, Yayasan, Kopertis, FK Unud, Rumah 

Sakit, dan Dinas Kesehatan. Misi utama dari Tim PPSPDU ini adalah menyelesaikan 

proposal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar segera dapat diusulkan ke Dirjen Dikti. 

Tim berhasil merampungkan proposal pendirian PSPD di Unwar, dan bahkan proposal 

dimaksud dilengkapi oleh beberapa surat rekomendasi dukungan yaitu dari Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata RI, Gubernur Bali, DPRD Provinsi Bali, RSUP Sanglah, Rektor 

Unud, Dekan FK Unud, IDI Wilayah Bali, Majelis Agung Desa Pakraman, dan surat 

dukungan dari stakeholders lainnya. Rapat konsultasi Rektor bersama sekretaris Yayasan 

(Bpk Ketut Widjana, SH almarhum) memutuskan agar Tim segera mengajukan proposal 

dimaksud ke Dikti.

Pada tanggal 16-17 Nopember 2007, Tim secara langsung membawa dan mengajukan 

proposal ke Dikti dengan tembusan ke KKI (Konsil Kedokeran Indonesia). Selanjutnya 

dilakukan komunikasi intensif dengan beberapa Petinggi Negara untuk mendapatkan 

dukungan seperti Menbudpar RI (Ir Jero Wacik, SE), Gubernur Bali (Drs Dewa Made 

Berata), Menkes (Ibu Dr. dr. Fadilah Supari, SPJP (K) Ketua DPR RI ( Agung Laksono), 

Anggota DPR RI (Dr I Wayan Koster) dan lain-lain.

Delapan bulan setelah pengajuan proposal yaitu tanggal 4 – 6 Mei 2008 Unwar divisitasi oleh 

Tim KKI. Hasil penilaian kelayakan setelah visitasi berupa rekomendasi yang disampaikan 
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kepada Dikti. Rekomendasi itu berisi keharusan bagi Unwar untuk  melengkapi proposal 

PSPD dengan 4 persyaratan adminstratif, yaitu MOU dan KSO dengan (1) Pemerintah 

Daerah, (2) FK yang sudah maju, (3) Penyandang dana, dan (4) RS Pendidikan Utama.

Dalam waktu 2 bulan semua persyaratan administratif yang diminta oleh KKI dapat dipenuhi 

oleh Tim PPSPDU dan langsung dikirim ke Dikti dengan tembusan ke KKI (Surat Rektor no. 

1925/Unwar/PD-10/2008, tangal 24 Juli 2008)

Pada tanggal 13-15 November 2008 Tim Asesor KKI yang diketuai oleh Prof DR Dr Biran 

Affandi, Sp.OG(K) melakukan revisitasi ke Unwar. Hasil revisitasi merekomendasikan agar 

Unwar menyempurnakan MOU dan KSO terutama MOU dan KSO dengan FK Unud dan 

RSUD Sanjiwani Gianyar. Unwar segera menindaklanjuti rekomendasi Tim Asesor. 

Akhirnya pada tanggal 13 Desember 2008 Unwar menandatangani MOU dan KSO yang telah 

disempurnakan dengan FK Unud dan RSUD Sanjiwani Gianyar disaksikan oleh Tim Asesor. 

Tiga hari kemudian yaitu pada tangal 16 Desember 2008 KKI mengeluarkan rekomenasi 

kepada Dirjen Dikti yang berisi persetujuan pembukaan PSPD Unwar dengan nomr surat 

KD.02.01.01.1713.

Senin tanggal 19 Januari 2009 Unwar menerima Surat Pertimbangan Dikti untuk pembukaan 

PSPD Unwar (nomor surat: 3485/D2.2/2008, tanggal 30 Desember 2008). Surat 

Pertimbangan ini berisi 2 catatan penting untuk dipenuhi Unwar sebagai syarat terbitnya SK 

Izin Pembukaan PSPD Unwar. Catatan dimaksud adalah: (1) agar Unwar menyetorkan 

referensi bank sebesar 540 juta/per tahun selama 6 tahun, (2) agar Unwar taat azas 

menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan prodi ke Dikti sesuai dengan 

SK Dirjen Dikti nomor 034/Dikti/Kep/2002.

Pada hari Selasa 20 Januari 2009 ke 2 catatan di atas dapat dipenuhi oleh Unwar, dan pada 

hari yang sama SK Dirjen Dikti untuk pembukaan PSPD Unwar turun dengan nomor: 

63/D/T/2009, tertanggal 20 Januari 2009. Turunnya SK Pembukaan PSPD Warmadewa 

diikuti oleh pelantikan pengurus PSPD Unwar ditandai dengan turunnya Sk Yayasan nomor 

108/Yas. Korps/IV/2009, tertanggal 1 April 2009.

Launching PSPD Unar dilakukan oleh Rektor pada saat wisuda sarjana ke 39 tanggal 4 April 

2009. Penerimaan mahasiswa baru yang I dilakukan tanggal 13 April – 7 Juli 200. Kuliah 

perdana dilakukan tanggal 8 September 2009 oleh dosen tamu yaitu:Prf. Dr. dr. Biran 

Affandi, Sp.OG(K) dan Prof. Dr dr  Irawan Yusuf.

Mulai tanggal 1 Februari 2011, PSPD Unwar berubah status menjadi Fakultas Kedokteran 

sesuai dengan SK Yayasan Korpri Provinsi Bali No. 40/Yas.Korps/II/2011. Hari Ulang tahun 
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FK Unwar diperingati pada setiap anggal 20 Januari berdasarkan SK Rektor No. 

1295/Unwar/PD-02/2009.
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BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3
Visi

Pada tahun 2034 menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan yang unggul di 

bidang kesehatan pariwisata.

Pasal 4
Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang bermutu dengan 

keunggulan di bidang kesehatan pariwisata

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas 

dan mendukung penanggulangan masalah kesehatan yang berkaitan dengan 

kepariwisataan

3. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (good governance) dengan kepemimpinan 

yang efektif.

Pasal 5
Tujuan

1. Meningkatnya mutu pendidikan berbasis kompetensi, mengacu KKNI dan SNPT. 
2. Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan yang berkualitas dan gayut dengan 

masalah kesehatan pariwisata. 
3. Terselenggaranya peran institusi dalam penanggulangan masalah kesehatan yang 

berkaitan dengan kepariwisataan
4. Terselenggaranya tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel untuk terwujudnya 

good governance

Pasal 6
Sasaran

Sasaran tujuan strategis 1 (Meningkatnya mutu pembelajaran berbasis kompetensi, 

mengacu KKNI dan SNPT. 

1) Meningkatnya standar mutu akademiK

2) Meningkatnya kualitas input

3) Meningkatnya mutu dosen

4) Meningkatnya mutu pembelajaran

5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasana 
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Sasaran tujuan strategis 2 (Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan yang 

berkualitas dan gayut dengan masalah kesehatan pariwisata).

1) Terwujudnya budaya meneliti yang menghasilkan produk berupa paten, kebijakan 

kesehatan, publikasi ilmiah, nasional dan internasional

2) Terintegrasinya kegiatan riset dengan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat

3) Meningkatnya kerjasama institusional dalam dan luar negeri untuk pengembangan riset, 

pengabdian kepada masyarakat, dan mutu pembelajaran

Sasaran tujuan stategis 3 (Terselenggaranya peran institusi dalam penanggulangan masalah 

yang berkaitan dengan kesehatan pariwisata)

1) Meningkatnya peran institusi dalam merespon masalah kesehatan yang berkaitan 

dengan kepariwisataan

2) Meningkatnya kerjasama institusional dalam dan luar negeri untuk merespon masalah
kesehatan yang berkaitan dengan kepariwisataan

Sasaran tujuan strategis 4 (Terselenggaranya tata kelola institusi yang transparan dan 

akuntabel untuk terwujudnya good governance)

1) Terlaksananya kepemimpinan yang transparan dan akuntabel

2) Meningkatnya sumber daya internal dan eksternal untuk mendukung kegiatan Tri 

Dharma

3) Meningkatnya sistem administrasi institusi berbasis IT.
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BAB IV
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Pasal 7
Kedudukan 

Fakultas adalah pelaksana akademik Universitas dalam pendidikan kedokteran dan ilmu 

kesehatan yang dipimpin oleh Dekan, dan berada di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Rektor.

Pasal 8
Tugas Pokok

Fakultas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu 

kedokteran dan ilmu kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 

pengelolan institusi.

Pasal 9
Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Fakultas mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.

2. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

3. Melaksanakan pembinaan manajemen.

4. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan pengembangan Fakultas.

Pasal 10
Wewenang

1. Fakultas berwenang untuk merekrut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai 

kebutuhan atas persetujuan dan penetapan Yayasan

2. Fakultas berwenang untuk menjatuhkan sanksi akademik terhadap pelanggaran 

disiplin oleh mahasiswa

3. Fakultas berwenang mengusulkan sanksi kepada Yayasan atas sepengetahuan Rektor 

terkait pelanggaran disiplin oleh mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga 

kependidikan

Pasal 11
Tanggung jawab

1. Fakultas bertanggungjawab untuk terwujudnya good governance dalam pengelolaan 
institusi

2. Fakultas bertanggungjawab terhadap terlaksananya proses pendidikan kedokteran dan 

kesehatan yang bermutu
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3. Fakultas bertanggung jawab terhadap dihasilkannya lulusan dokter dan sarjana 

kesehatan yang kompeten dan profesional
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BAB V
ORGANISASI

Pasal 12
Struktur Organisasi FKIK UNWAR

DEKAN

MEU Kabag Tata 
Usaha

Kasubag
Akademik

Kasubag Keu &
Kepeg

Kasubag
Umper

UP2M

UPM

Unit
Keterampilan

Klinik

Unit Lab.
Biomedik

Unit Lab.
Biomol

Unit
Perpustakaan Unit

Kerjasama

Sistem Pengelolaan Institusi

Bagian

Ketua PSPD

Kordik
Akademik Kordik Profesi

Blok

SENAT FKIK DIREKTUR
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Komkordik

KSMKelompok
Dosen

Tim B & K

TPPM

Unit IT & AVA

WD I, WD II, WD III

Tim Kajian 
Kes. Par.

Tim Bioetik

Pasal 13
Unsur Organisasi

Organisasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK 

Unwar) terdiri dari 6 (enam) unsur, yaitu:

1. Senat Fakultas

2. Unsur Penjaminan Mutu

3. Unsur Pimpinan.

4. Unsur Pelaksana Akademik.

5. Unsur Penunjang Akademik

6. Unsur Pelaksana Administrasi.
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BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14
Senat Fakultas

1. Senat Fakultas sebagaimana Pasal 12 ayat 1 adalah badan normatif dan perwakilan 

tertinggi yang bertugas memper-timbangkan dan memutuskan kebijakan dan 

peraturan yang relevan untuk dilaksanakan di Fakultas

2. Ketua Senat adalah Dekan, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari salah 

satu anggota.

3. Anggota Senat terdiri dari:

a. Pimpinan Fakultas

b. Guru Besar

c. Wakil dosen yang jumlahnya ditentukan secara proporsional dari jumlah dosen di 

Fakultas dan dipilih oleh dosen dalam rapat yang dilaksanakan khusus untuk itu.

4. Masa jabatan anggota Senat dari wakil dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih 

kembali.

5. Untuk melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk Komisi yang jumlahnya 

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Fakultas.

6. Senat mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap semua kebijakan Dekan 

terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

7. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat berfungsi sebagai badan pengendalian dan 

pengawasan, mencakup:

a. Merumuskan arah kebijakan Fakultas di bidang akademik 

b. Merumuskan arah kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan serta integritas 

staf pengajar dalam upaya meningkatkan karir akademik dan jenjang kepegawaian.

c. Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan fungsi Fakultas

d. Menilai pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kebijakan akademik dan non-

akademik yang telah dilaksanakan oleh Dekan

e. Memberikan pertimbangan atas kelayakan dosen yang diusulkan memangku jabatan 

fungsional akademik lebih tinggi

f. Mengusulkan pemberian doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku di Universitas

g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan 

(RKAT) Fakultas yang diajukan oleh Dekan
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h. Memberi pertimbangan dan memilih dosen yang mencalonkan diri sebagai Dekan

i. Memberi pertimbangan atas dicalonkannya dosen untuk menjabat sebagai Wakil 

Dekan 

8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wewenang Senat Fakultas adalah:

a. Mempertimbangkan dan mengesahkan kebijakan dan peraturan yang relevan untuk 

dilaksanakan di Fakultas.

b. Mengingatkan pimpinan Fakultas bila terjadi kelalaian atau penyimpangan dalam

pengelolaan institusi

9. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Senat bertanggungjawab terhadap:

a. Sistem pengawasan yang efektif dan efisien terhadap pimpinan Fakultas untuk 

terlaksananya good governance dalam pengelolaan institusi.

b. Ketepatan dan kebenaran pertimbangan yang diberikan terhadap kebijakan pimpinan

Fakultas terkait dengan peraturan, disiplin dan etika

Pasal 15
Unsur Penjaminan Mutu

1. Unsur Penjaminan Mutu sebagaimana Pasal 12 ayat 2 disebut Unit Penjaminan Mutu 

(UPM) Fakultas, dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Rektor atas usulan Dekan dengan persetujuan Yayasan.

2. UPM terdiri dari dua Seksi: 

a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan

b. Seksi Monitoring dan Evaluasi

3. UPM mempunyai tugas mengelola penjaminan mutu di Fakultas

4. Dalam melaksanakan tugasnya, UPM berfungsi sebagai unit pengendalian dan 

pengawasan terhadap mutu penyelenggaraan insitusi, mencakup: 

a. Membuat perencanaan penjaminan mutu internal mengacu kepada visi, misi, 

tujuan dan sasaran institusi

b. Menyenyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan koordinasi di 

bidang penjaminan mutu di Fakultas, 

c. Menyenyelenggarakan penjaminan mutu akademik secara berkelanjutan

d. Menyenyelenggarakan audit mutu akademik internal (AMAI) secara berkala 

terhadap program studi

e. Menyusun standar penjaminan mutu internal

f. Membantu meningkatkan akreditasi Prodi dan institusi



12

g. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan (stakeholder) terkait 

dengan mutu pelayanan institusi

h. Menyusun laporan hasil kegiatan penjaminan mutu

i. Berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas.

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPM mempunyai 

wewenang:

a. Mengusulkan kepada Dekan terkait kebutuhan pelaksanaan penjaminan mutu

b. Memberikan umpan balik kepada pimpinan Program Studi dan Fakultas terkait 

hasil kegiatan penjaminan mutu

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPM bertanggungjawab 

terhadap:

a. Terlaksananya penjaminan mutu internal secara berkelanjutan

b. Kebenaran dan ketepatan laporan hasil kegiatan penjaminan mutu.

7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPM bertanggungjawab 

kepada Dekan.
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BAB VII
UNSUR PIMPINAN

Pasal 16
Pimpinan Fakultas

Unsur Pimpinan sebagaimana Pasal 12 ayat 3 adalah Pimpinan Fakultas, terdiri dari:

1. Dekan

2. Wakil Dekan Bidang Akademik, disebut Wakil Dekan I

3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian disebut 

Wakil Dekan II

4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, disebut Wakil Dekan III

Pasal 17
Dekan

1. Dekan adalah pimpinan Fakultas:

a. Diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan setelah 

mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

b. Dekan dipilih dengan prosedur tertentu yang disahkan oleh Senat

c. Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan 

ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali berturut-turut.

2. Dekan mempunyai tugas: 

a. Memimpin Fakultas dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

b. Membina tenaga pendidik, kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa

c. Memimpin penyelenggaraan manajemen

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor

3. Untuk melaksanakan tugasnya Dekan  mempunyai fungsi:

a. Merumuskan kebijakan dengan persetujuan Senat Fakultas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas

b. Merumuskan   sasaran yang   hendak   dicapai   dalam   penyelenggaraan/ pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi

c. Menyusun rencana dan program kerja Fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas

d. Membagi tugas kepada bawahan langsung sesuai dengan bidang tugasnya

e. Memberi arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bawahan agar terjalin kerjasama yang 

baik
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g. Membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin

h. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan 

penanggulangannya

j. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir

k. Memimpin rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk mengevaluasi dan melakukan 

tindak lanjut hasil AMAI

l. Menetapkan kebijaksanaan operasional dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi

m. Menjalin dan membina kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah dan  swasta 

serta masyarakat di tingkat lokal, nasional dan internasional

n. Membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuannya

o. Memberikan pelayanan terhadap lembaga/instansi dan masyarakat dalam bidang 

tugasnya

p. Menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugasnya untuk 

penjabaran dalam pelaksanaannya

q. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja institusi (Fakultas) sebagai bentuk 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas setiap tahun

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dekan mempunyai wewenang, 

yaitu:

a. Menentukan kebijakan terkait dengan pengembangan institusi

b. Mengesahkan pemberlakuan kurikulum

c. Mengusulkan pengangkatan / pemberhentian  tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan kepada Rektor

d. Mengesahkan program-program terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma PT

e. Mengesahkan kerjasama operasional (contract agreement) dengan institusi lain

f. Mengesahkan pemberlakuan sistem reward and punishment

g. Mengesahkan surat-surat dan dokumen dinas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku

h. Memberikan peringatan dan atau sanksi terhadap pelanggaran disiplin oleh tenaga

pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa
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7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dekan bertanggungjawab terhadap:

a. Terlaksananya kegiatan Tri Dharma PT secara optimal sesuai dengan visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

b. Terciptanya good governance dalam pengelolaan institusi

c. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

secara optimal 

d. Terwujudnya keserasian hubungan kerja antara unsur-unsur pelaksana

e. Terwujudnya kerjasama dengan institusi/lembaga lain dengan azas saling 

menguntungkan

f. Terlaksananya tata kerja institusi yang efektif dan efisien

8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Wakil 

Dekan (Wadek), yaitu: Wakil Dekan I (Bidang Akademik), Wakil Dekan II (Bidang 

Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian), dan Wakil Dekan III (Bidang 

Kemahasiswaan, Alumni, Pengabdian dan Kerjasama)

9. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dekan bertanggung jawab kepada 

Rektor

Pasal 18
Wakil Dekan I

1. Wakil Dekan I adalah unsur pimpinan yang bertugas membantu Dekan dalam 

memimpin penyelenggaraan kegiatan Fakultas di bidang akademik (pendidikan) dan 

penelitian 

2. Wakil Dekan I diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan 

atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. 

3. Masa jabatan Wakil Dekan I adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan 

ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Dekan I mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja Fakultas bidang pendidikan, pengajaran, dan 

penelitian sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b. Memberikan tugas kepada bawahan langsung sesuai bidangnya

c. Memberikan arahan kepada bawahan langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas

d. Mengkoordinasi bawahan langsung agar terjalin kerjasama yang baik

e. Membina bawahan untuk meningkatkan disiplin dan prestasi kerja

f. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan 

penanggulangannya
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g. Menilai prestasi kerja bawahan langsung sebagai bahan pembinaan karir

h. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang akademik untuk penjabaran 

pelaksanaannya

i. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian 

untuk kelancaran tugas

j. Memberikan layanan teknis di bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian

k. Melaksanakan pembinaan tenaga pendidik melalui lanjutan studi, seminar, 

lokakarya, dan kursus/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya

l. Memotivasi  tenaga pendidik untuk melakukan kegiatan penelitian sesuai bidang 

keilmuannya

m. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, pengajaran, 

dan penelitian sebagai pedoman pelaksanaan tugas

n. Menyusun laporan sesuai tujuan dan sasaran yang dicapai sebagai pertanggung-

jawaban pelaksanaan tugas

o. Mempersiapkan pembentukan Program Studi baru, mengacu kepada kebutuhan 

dan relevansinya serta potensi dan tingkat perkembangan institusi

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wakil Dekan I mempunyai 

wewenang, yaitu:

a. Mengusulkan pelaksanaan sistem reward and punishment terkait dengan pendidikan, 

pengajaran, dan penelitian

b. Memberi rekomendasi dan memaraf surat-surat sebelum ditanda-tangani Dekan

c. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wakil Dekan I bertanggungjawab 

terhadap:

a. Terlaksananya kegiatan pendidikan, pengajaran, dan penelitian sesuai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan.

b. Adanya kebenaran dan ketepatan dokumen sesuai bidang tugasnya

c. Validitas data dari unit kerja bidang pendidikan dan pengabdian

d. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja antara unit kerja

e. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas

f. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi

g. Terwujudnya disiplin sivitas akademika
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7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wadek I bertanggungjawab kepada 

Dekan

Pasal 19
Wakil Dekan II

1. Wakil Dekan II adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam 

memimpin penyelenggaraan kegiatan Fakultas di bidang andministrasi umum, keuangan, 

kepegawaian, dan kerumahtanggaan. 

2. Wakil Dekan II diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan atas 

usul Dekan serta pertimbangan dan persetujuan Senat Fakultas. 

3. Masa jabatan Wakil Dekan II adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan 

ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Dekan II mempunyai fungsi, yaitu:

a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang keuangan, administrasi umum, 

kepegawaian, dan kerumahtanggaan

b. Memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

c. Memberikan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik 

e. Membina bawahan untuk meningkatkan disiplin dan prestasi kerja

f. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan 

penanggulangannya 

g. Menilai prestasi kerja bawahan langsung sebagai bahan pembinaan karir

h. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang keuangan dan administrasi umum

i. Menyusun anggaran serta kebutuhan sarana dan prasarana Fakultas untuk diajukan ke 

Universitas

j. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan administrasi umum

k. Menentukan prioritas penggunaan dana, sarana dan prasarana Fakultas untuk 

kelancaran tugas

l. Memberikan layanan  teknis di bidang administrasi umum, keuangan dan 

kepegawaian

m. Menyusun petunjuk teknis di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

n. Melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan Fakultas melalui lanjutan studi, 

penataran, kursus, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

kapasitas kerja

o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum, keuangan dan 



18

kepegawaian sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

p. Menyelenggarakan kegiatan yang inovatif untuk menciptakan suasana dan 

lingkungan kerja yang aman dan kondusif

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wakil Dekan II mempunyai wewenang, 

yaitu:

a. Mengusulkan pelaksanaan sistem reward and punishment terkait dengan kinerja 

tenaga kependidikan

b. Memberi rekomendasi dan memaraf surat-surat dan dokumen dinas sebelum 

ditandatangani Dekan

c. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wakil Dekan II bertanggungjawab 

terhadap:

a. Pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan yang 

efektif dan efisien

b. Kebenaran dan ketepatan dokumen yang akan diajukan ke Dekan

c. Validitas data dari unit kerja yang relevan

d. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja

e. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas

f. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi

7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Wadek II bertanggungjawab kepada 

Dekan

Pasal 20
Wakil Dekan III

1. Wakil Dekan III adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Dekan 

dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan Fakultas di bidang kemahasiswaan, 

alumni, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan kerjasama antar 

institusi/lembaga. 

2. Wakil Dekan III diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan 

atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas. 

3. Masa jabatan Wakil Dekan III adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali 

dengan ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Dekan III mempunyai fungsi, yaitu:
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a. Menyusun rencana dan program kerja bidang kemahasiswaan,  alumni, 

pengabdian, dan kerjasama

b. Memberikan layanan teknis di bidang pembinaan serta kesejahteraan mahasiswa

c. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pembinaan serta pelayanan 

kesejahteraan mahasiswa sebagai pedoman pelaksanaan tugas

d. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan untuk 

penjabaran pelaksanaannya

e. Melakukan pembinaan kelembagaan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku

f. Mengembangkan daya nalar dan sikap profesional mahasiswa

g. Menyelenggarakan dan membina kegiatan mahasiswa dalam berorganisasi, 

pengembangan bakat dan minat serta membangun sikap yang menjunjung tinggi 

tatakrama dan etika

h. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada mahasiswa untuk mendukung 

keberhasilan pendidikannya

i. Melaksanakan kegiatan dalam bidang kesejahteraan dan pengabdian kepada 

masyarakat

j. Melaksanakan koordinasi dengan Fakultas lain di lingkungan Universitas dan atau 

kerjasama dengan instansi lain dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian

k. Mengelola data dan informasi di bidang pendidikan ko-kurikuler, kemahasiswaan 

dan alumni.

l. Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di tingkat lokal, nasional 

dan internasional

m. Tugas-tugas lain yang diberikan Dekan

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wakil Dekan III mempunyai 

wewenang, yaitu:

a. Mengusulkan pelaksanaan sistem reward and punishment terkait dengan 

kemahasiswaan

b. Memberi rekomendasi dan memaraf surat-surat dan dokumen dinas sebelum 

ditandatangani Dekan

c. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wakil Dekan III bertanggungjawab 

terhadap:
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a. Terlaksananya pengelolaan kegiatan kemahasiswaan, alumni, pengabdian, dan 

kerjasama antar institusi secara efektif dan efisien sesuai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan

b. Kebenaran dan ketepatan dokumen yang akan diajukan ke Dekan 

c. Validitas data dari unit kerja yang relevan

d. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja

e. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas

f. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi

7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Wakil Dekan III bertanggungjawab 

kepada Dekan
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BAB VIII
UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 21
Pelaksana Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Unsur Pelaksana Akademik sebagaimana pasal 12 ayat 3 adalah pelaksana pendidikan 
kedokteran dan kesehatan, tediri dari:
1. Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
2. Medical Education Unit (MEU)
3. Bagian dan Kelompok Dosen
4. Unit Keterampilan Klinik
5. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)
6. Unit Kerjasama

Pasal 22
Program Studi Pendidikan Dokter

1. Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) adalah pelaksana pendidikan kedokteran, 

dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris

2. Ketua dan Sekretaris PSPD dipilih oleh kelompok dosen tetap di PSPD

3. Masa kerja Ketua dan Sekretaris PSPD selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih 

kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut

4. Ketua dan Sekretaris PSPD diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan 

usulan Dekan dan atas persetujuan Yayasan

5. Pendidikan kedokteran di PSPD mencakup:

a. Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran) dikoordinasikan oleh seorang 

Koordinator Pendidikan (Kordik) Akademik

b. Pendidikan Profesi (Dokter), dikoordinasikan oleh seorang Kordik Profesi yang 

tergabung dalam Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) di RS Pendidikan

6. Ketua PSPD mempunyai tugas pokok melaksanakan Pendidikan Akademik (Sarjana 

Kedokteran) dan Pendidikan Profesi (Dokter).

7. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua PSPD memiliki fungsi, yaitu:

a. Melaksanakan pendidikan kedokteran dengan menerapkan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) sesuai SKDI dan KKNI, serta berpedoman kepada Undang-

Undang Pendidikan Tinggi 2008

b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian sesuai roadmap dan sumberdaya.
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c. Melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Mengembangkan dan membina manajemen dan administrasi pendidikan

e. Menugaskan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu.(TPPM) Prodi untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi internal (monevin) yang dikoordinasikan dengan UMP 

Fakultas

f. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas pentunjuk dan persetujuan Dekan. 

8. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua PSPD mempunyai wewenang:

a. Mempertimbangkan dan menentukan kelulusan mahasiswa

b. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin oleh mahasiswa

c. Menilai kinerja dosen dan pegawai di PSPD

d. Membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi

9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua PSPD memiliki tanggung-jawab:

a. Terlaksananya good governance dalam pengelolaan Prodi

b. Dihasilkannya lulusan yang kompeten dan profesional

c. Ketua PPD bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 23
Medical Education Unit

1. Medical Education Unit (MEU) adalah unsur pelaksana akademik yang dipimpin oleh 

seorang Kepala yang memiliki kemampuan dalam bidang pendidikan kedokteran dan 

ilmu kesehatan, serta kemampuan di bidang manajemen pendidikan.

2. Kepala MEU dibantu seorang Sekretaris, diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas 

pertimbangan Senat.

3. MEU mempunyai tugas pokok merancang dan mengembangkan kurikulum, sistem 

pembelajaran, dan sumber daya pendidikan

4. Ketua MEU dibantu seorang Sekretaris yang bertugas membantu Ketua MEU dalam 

kegiatan pengelolaan dan kesekretariatan MEU dengan fungsi, yaitu:

a. Membantu Kepala MEU dalam merencanakan pengembangan dan membuat 

rancangan kegiatan bersama pimpinan Fakultas.

b. Mengkoordinasikan kegiatan MEU dengan Seksi-Seksi di MEU, Bagian dan Unit 

terkait serta Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

c. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang mencakup kegiatan administrasi dan 

pengarsipan.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan MEU
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e. Membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan per triwulan dan setiap 

akhir tahun

f. Mengkoordinasikan pengarsipan kegiatan MEU yang akan digunakan sebagai bagian 

pertanggungjawaban kepada Pimpinan Fakultas.

g. Menjalankan tugas dan tanggungjawab harian Kepala MEU jika berhalangan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit

5. Untuk melaksanakan tugas pokok yang tercantum pada ayat 3, MEU dilengkapi 3 (tiga) 

bidang, yaitu: (1) Bidang Kurikulum, (2) Bidang Assessment, (3) Bidang Learning 

Resources & Staff Development.

6. Bidang Kurikulum bertugas membantu Kepala MEU dalam merancang dan 

mengembang-kan kurikulum dalam proses pembelajaran dengan fungsi, yaitu:

a. Merancang dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang 

mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI, KKI 2012) dan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan melibatkan stakeholder

internal dan stakeholder eksternal terkait.

b. Merancang dan mengembangkan sistem pembelajaran yang berpedoman kepada adult 

learning dan RAISE (Relevance, Academic atmosphere, Internal management, 

Systemic, and Elective).

c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Bagian, dan 

Kelompok Dosen untuk pengembangan kurikulum makro, meso dan mikro serta 

panduan pembelajaran blok di tiap semester pada Pendidikan Akademik.

d. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, Badan Koordinasi Pendidikan 

(Bakordik) Profesi, Bagian, dan Kelompok Dosen untuk pengembangan kurikulum 

makro, meso dan mikro serta Panduan Kepaniteraan Klinik pada Pendidikan Profesi.

e. Menyusun Buku Panduan Pembelajaran Blok pada Pendidikan Akademik bersama 

Koordinator dan Sekretaris Blok, Bagian terkait dan kelompok dosen pengampu mata 

kuliah.

f. Menyusun Buku Panduan Kepaniteraan Klinik pada Pendidikan Profesi bersama 

Ketua Bagian terkait, serta Koordinator Pendidikan dan kelompok dosen di tiap 

Bagian

g. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Koordinator Pendidikan Akademik 

untuk pelaksanaan blok-blok pembelajaran di tiap semester.

h. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Bakordik Profesi untuk pelaksanaan 

kepaniteraan klinik di tiap Bagian.
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7. Bidang Assessment bertugas membantu Kepala MEU dalam merancang dan mengem-

bangkan  sistem dan instrumen evaluasi hasil pembelajaran dengan fungsi, yaitu:

a. Menyusun rancangan buku panduan assessment pada Pendidikan Akademik dan 

Pendidikan Profesi

b. Menyusun blue print soal computer-based test (CBT) untuk setiap Blok bersama 

Ketua dan Sekretaris Blok serta pengampu mata kuliah

c. Mereview soal CBT untuk ujian first taker dan ujian remedial setiap Blok

d. Menyusun blue print soal-soal OSCE bersama Ketua Bagian terkait, Koordinator 

Pendidikan dan kelompok dosen di tiap Bagian.

e. Mereview soal-soal OSCE, baik untuk OSCE Komprehensif pada Pendidikan 

Akademik maupun try out OSCE pada Pendidikan Profesi 

f. Mereview soal-soal CBT dan OSCE untuk AIPKI Regional yang menaungi FKIK 

Unwar

g. Mereview soal-soal CBT dan OSCE yang telah diujikan sebagai langkah untuk 

meningkatkan validitas soal

h. Memberikan masukan kepada Ketua MEU untuk koreksi terhadap rancangan dan 

rencana kegiatan bidang assessment.

8. Bidang Learning Resources & Staff Development bertugas membantu Kepala MEU 

dalam merancang dan mengembangkan sumber dan materi pembelajaran serta 

pengembangan kapasitas staff dengan fungsi, yaitu:

a. Menyusun skenario pembelajaran pada Pendidikan Akademik dan Profesi

b. Memastikan referensi dan sumber pembelajaran untuk setiap Blok pada Pendidikan 

Akademik dan setiap stase pada Pendidikan Profesi 

c. Mengkoordinasikan penyediaan logistik pembelajaran dengan Sub-Bagian Umum dan 

Perlengkapan Fakultas terkait pengadaan Buku Panduan Blok, Buku Panduan 

Kepaniteraan, Buku Panduan Praktikum, Buku Log Kepaniteraan, Buku Ajar dan 

bahan lainnya.

d. Mengkoordinasikan penyediaan logistik pembelajaran dengan Sub-Bagian Umper 

(Umum & Perlengkapan) dan Unit Perpustakaan terkait pengadaan sumber informasi 

ilmiah berupa buku-buku teks, referensi di e-library, jurnal ilmiah, video, dan lainnya.

e. Mengkoordinasikan penyediaan bahan evaluasi proses pembelajaran dengan  Sub-

Bagian Umper (Umum & Perlengkapan) terkait pengadaan formulir penilaian untuk 

presentasi oral, poster, karya ilmiah, responsi keterampilan klinik, ujian akhir Bagian, 

refleksi kasus, mini CEx, laporan kasus, DOPS, dan lainnya 
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f. Memberikan masukan dan koreksi terhadap rancangan dan rencana kegiatan MEU

g. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi dengan Sub-Bagian Akademik, 

Kemahasiswaan & Alumni dan Sub-Bagian Keuangan & Kepegawaian terkait dengan 

data portofolio mahasiswa dan dosen.

h. Mengkoordinasikan penyediaan daya dukung kebutuhan mahasiswa yang mempunyai 

masalah akademik dengan Ketua Program Studi berupa bimbingan dan konseling.

i. Menyiapkan aturan daya dukung yang dibutuhkan untuk proses pendidikan

j. Menyiapkan kotak saran dan merancang e-complaint dalam SIM-T

k. Merancang dan mengembangkan daya dukung untuk peningkatan kapasitas dan 

kualifikasi tenaga pendidik (dosen) berupa in house training, short course, magang,

dan pendidikan lanjutan.

l. Mengkoordinasikan pelaksanaan benchmarking sesuai dengan kebutuhan.

9. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap Ketua Seksi bertanggung-

jawab kepada Kepala MEU

10. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala MEU memiliki wewenang, 

yaitu:

a. Membentuk tim pelaksana item bank administration (IBA) soal CBT

b. Mengusulkan kepada pimpinan tentang perubahan kurikulum berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaannya

c. Mengusulkan kepada pimpinan tentang kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas 

dan kreativitas mahasiswa.

d. Mengusulkan kepada pimpinan tentang kebutuhan dan kualifikasi tenaga pendidik.

e. Mengusulkan kepada pimpinan tentang kinerja tenaga pendidik yang lalai 

melaksanakan tugas untuk diberikan sanksi

f. Menilai sasaran kerja pegawai (SKP) di unit kerjanya

g. Membentuk tim pelaksana item bank administration (IBA) soal CBT

11. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala MEU bertanggungjawab 

terhadap:

a. Kebenaran dan ketepatan program kerja dan hasil kerja

b. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas

c. Kerahasiaan soal ujian

d. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan ujian

e. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja

f. Kedisiplinan bawahan
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g. Kebenaran dan kelengkapan laporan

12. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala MEU berkoordinasi dengan 

Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Bagian dan Kelompok Dosen.

13. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala MEU bertanggungjawab 

kepada Dekan.

Pasal 24
Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M) adalah unsur pelaksana 

akademik yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu seorang Sekretaris

2. Kepala dan Sekretaris UP2M diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas 

pertimbangan Senat

3. UP2M mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat (PkM).

4. UP2M terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu:

a. Seksi Penelitian

b. Seksi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

5. Dalam melaksanakan tugasnya UP2M memiliki fungsi, yaitu:

a. Merencanakan kegiatan penelitian dan pengabdian sesuai dengan roadmap yang 

telah dikembangkan.

b. Menyediakan informasi dana penelitian dan pengabdian dari berbagai sumber, 

baik dalam negeri maupun luar negeri

c. Mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian

d. Mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian

e. Menerbitkan jurnal dalam bidang penelitian dan pengabdian

6. Dalam melaksanakan tugas dan ungsinya, Kepala UP2M memiliki wewenang, yaitu:

a. Menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian

b. Memberikan umpan balik kepada pimpinan terkait pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian

7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UP2M bertanggungjawab terhadap:

a. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan

b. Kebenaran dan kelengkapan laporan

8. Kepala UP2M bertanggungjawab kepada Dekan.
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BAB IX
UNSUR PENUNJANG AKADEMIK

Pasal 25
Sarana Penunjang Pendidikan 

Unsur Penunjang Akademik, sebagaimana Pasal 12 ayat 5 adalah sarana penunjang 

pendidikan meliputi:

1. Unit Pendidikan Kedokteran (Medical Education Unit)

2. Unit Perpustakaan

3. Unit Kerjasama

4. Unit Teknologi Informasi Komunikasi dan Audio Visual Aids (TIK & AVA)

5. Unit Keterampilan Klinik

6. Unit Computer-Based Test (CBT)

7. Unit Laboratorium Biomedik Terpadu

8. Unit Laboratorium Biologi Molekuler.

Pasal 26
Unit Pendidikan Kedokteran (Medical Education Unit)

1. Unit Pendidikan Kedokteran (UPK) atau Medical Education Unit (MEU) adalah unsur 

pelaksana akademik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki kemampuan 

dalam bidang pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan, serta kemampuan di bidang 

manajemen pendidikan.

2. Kepala UPK dibantu seorang Sekretaris, diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas 

pertimbangan Senat.

3. UPK mempunyai tugas pokok merancang dan mengembangkan kurikulum, sistem 

pembelajaran, dan sumber daya pendidikan

4. Ketua UPK dibantu seorang Sekretaris yang bertugas membantu Ketua UPK dalam 

kegiatan pengelolaan dan kesekretariatan UPK dengan fungsi, yaitu:

a. Membantu Kepala UPK dalam merencanakan pengembangan dan membuat 

rancangan kegiatan bersama pimpinan Fakultas.

b. Mengkoordinasikan kegiatan UPK dengan Seksi-Seksi di UPK, Bagian dan Unit 

terkait serta Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

c. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang mencakup kegiatan administrasi dan 

pengarsipan.
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d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan UPK

e. Membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan per triwulan dan setiap 

akhir tahun

f. Mengkoordinasikan pengarsipan kegiatan UPK yang akan digunakan sebagai bagian 

pertanggungjawaban kepada Pimpinan Fakultas.

g. Menjalankan tugas dan tanggungjawab harian Kepala UPK jika berhalangan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit

5. Untuk melaksanakan tugas pokok yang tercantum pada ayat 3, UPK dilengkapi 5 

(lima) seksi, yaitu: (1) Seksi Kurikulum, (2) Seksi Assessment, dan (3) Seksi Staff 

Development..

6. Seksi Kurikulum bertugas membantu Kepala UPK dalam merancang dan 

mengembang-kan kurikulum dalam proses pembelajaran dengan fungsi, yaitu:

a. Merancang dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang 

mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI, KKI 2012) dan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan melibatkan stakeholder

internal dan stakeholder eksternal terkait.

b. Merancang dan mengembangkan sistem pembelajaran yang berpedoman kepada 

adult learning dan RAISE (Relevance, Academic atmosphere, Internal 

management, Systemic, and Elective).

c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Bagian, dan 

Kelompok Dosen untuk pengembangan kurikulum makro, meso dan mikro serta 

panduan pembelajaran blok di tiap semester pada Pendidikan Akademik.

d. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, Badan Koordinasi Pendidikan 

(Bakordik) Profesi, Bagian, dan Kelompok Dosen untuk pengembangan 

kurikulum makro, meso dan mikro serta Panduan Kepaniteraan Klinik pada 

Pendidikan Profesi.

e. Menyusun Buku Panduan Pembelajaran Blok pada Pendidikan Akademik bersama 

Koordinator dan Sekretaris Blok, Bagian terkait dan kelompok dosen pengampu 

mata kuliah.

f. Menyusun Buku Panduan Kepaniteraan Klinik pada Pendidikan Profesi bersama 

Ketua Bagian terkait, serta Koordinator Pendidikan dan kelompok dosen di tiap 

Bagian

g. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Koordinator Pendidikan 

Akademik untuk pelaksanaan blok-blok pembelajaran di tiap semester.
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h. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Bakordik Profesi untuk 

pelaksanaan kepaniteraan klinik di tiap Bagian.

7. Seksi Assessment bertugas membantu Kepala UPK dalam merancang dan mengem-

bangkan  sistem dan instrumen evaluasi hasil pembelajaran dengan fungsi, yaitu:

a. Menyusun rancangan buku panduan assessment pada Pendidikan Akademik dan 

Pendidikan Profesi

b. Menyusun blue print soal computer-based test (CBT) untuk setiap Blok bersama 

Ketua dan Sekretaris Blok serta pengampu mata kuliah

c. Mereview soal CBT untuk ujian first taker dan ujian remedial setiap Blok

d. Menyusun blue print soal-soal OSCE bersama Ketua Bagian terkait, Koordinator 

Pendidikan dan kelompok dosen di tiap Bagian.

e. Mereview soal-soal OSCE, baik untuk OSCE Komprehensif pada Pendidikan 

Akademik maupun try out OSCE pada Pendidikan Profesi 

f. Mereview soal-soal CBT dan OSCE untuk AIPKI Regional yang menaungi FKIK 

Unwar

g. Mereview soal-soal CBT dan OSCE yang telah diujikan sebagai langkah untuk 

meningkatkan validitas soal

h. Memberikan masukan kepada Ketua UPK untuk koreksi terhadap rancangan dan 

rencana kegiatan bidang assessment.

8. Seksi Staff Development bertugas membantu Kepala UPK dalam merencanakan dan 

mengembangkan kapasitas dan kreativitas mahasiswa serta kebutuhan dan kapasitas 

tenaga pendidik dengan fungsi, yaitu:

a. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi dengan Sub-Bagian Akademik, 

Kemahasiswaan & Alumni dan Sub-Bagian Keuangan & Kepegawaian terkait dengan 

data portofolio mahasiswa dan dosen.

b. Mengkoordinasikan penyediaan daya dukung kebutuhan mahasiswa yang mempunyai 

masalah akademik dengan Ketua Program Studi berupa bimbingan dan konseling.

c. Menyiapkan aturan daya dukung yang dibutuhkan untuk proses pendidikan

d. Menyiapkan kotak saran dan merancang e-complaint dalam SIM-T

e. Merancang dan mengembangkan daya dukung untuk peningkatan kapasitas dan 

kualifikasi tenaga pendidik (dosen) berupa in house training, short course, magang,

dan pendidikan lanjutan.

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan benchmarking sesuai dengan kebutuhan.
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9. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap Ketua Seksi bertanggung-

jawab kepada Kepala UPK

10. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPK memiliki wewenang, 

yaitu:

a. Mengusulkan kepada pimpinan tentang perubahan kurikulum berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaannya

b. Mengusulkan kepada pimpinan tentang kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas 

dan kreativitas mahasiswa.

c. Mengusulkan kepada pimpinan tentang kebutuhan dan kualifikasi tenaga pendidik.

d. Mengusulkan kepada pimpinan tentang kinerja tenaga pendidik yang lalai 

melaksanakan tugas untuk diberikan sanksi

e. Menilai sasaran kerja pegawai (SKP) di unit kerjanya

11. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPK bertanggungjawab 

terhadap:

a. Kebenaran dan ketepatan program kerja dan hasil kerja

b. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas

c. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja

d. Kedisiplinan bawahan

e. Kebenaran dan kelengkapan laporan

12. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPK berkoordinasi dengan 

Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Bagian dan Kelompok Dosen.

13. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPK bertanggungjawab 

kepada Dekan.

Pasal 27
Unit Perpustakaan

1. Perpustakaan adalah unit penunjang akademik, dipimpin oleh seorang Kepala yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas pertimbangan Senat. 

2. Kepala Perpustakaan bertugas membantu mahasiswa, tenaga pendidik dan pihak lain 

untuk memperoleh bahan pembelajaran

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Perpustakaan mempunyai fungsi, yaitu:

a. Menyiapkan sarana perpustakaan, meliputi bahan pustaka cetak dan elektronik

b. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan yang efektif dan efisien

c. Mengembangkan bahan pustaka tercetak dan elektronik secara berkelanjutan

d. Mengembangkan suasana belajar yang kondusif di perpustakaan 
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e. Mengembangkan dan evaluasi manajemen perpustakaan

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka. Unit Perpustakaan mempunyai 

wewenang, yaitu:

a. Memantau pelaksanaan tugas bawahan

b. Melaporkan prestasi bawahan

c. Memperingatkan pengunjung perpustakaan yang melanggar disiplin

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka. Unit Perpustakaan beranggung-

jawab terhadap:

a. Keutuhan bahan pustaka (buku teks, prosiding, jurnal dan bahan ajar lainnya)

b. Kebenaran dan ketepatan katalog bahan pustaka

c. Keamanan dan ketertiban ruang perpustakaan

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Unit Perpustakaan dibantu 

beberapa tenaga kependidikan dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 28
Unit Kerjasama

1. Unit Kerjasama adalah unit penunjang akademik yang dipimpin oleh seorang Kepala 

dibantu seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas 

pertimbangan Senat.

2. Unit Kerjasama bertugas mengelola Kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah 

atau swasta, di dalam dan luar negeri

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kerjasama mempunyai fungsi, yaitu:

a. Merencanakan dan mengembangkan kerjasama dengan instansi/lembaga 

pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang diketahui 

dan disetujui Dekan.

b. Membuat memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dan 

contract agreement atau kerjasama operasional (KSO) bersama pihak yang diajak 

bekerjasama.

c. Merancang tindak-lanjut dari MoU dan KSO yang sudah ditandatangani

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama

e. Melaporkan hasil kerjasama dan memberikan umpan balik kepada Pimpinan setiap 

akhir semester

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit Kerjasama mempunyai 

wewenang, yaitu:
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a. Mengusulkan kerjasama baru dan menindaklanjuti kerjasama yang hampir habis 

masa berlakunya.

b. Mengusulkan pendanaan kerjasama serta pengelolaannya.  

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit Kerjasama 

bertanggung-jawab terhadap:

a. Efektivitas pelaksanaan kerjasama

b. Terlaksananya kerjasama yang saling menguntungkan

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit Kerjasama 

bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 29
Unit Teknologi Informasi Komunikasi dan Audio-Visual Aid

1. Unit Teknologi Informasi Komunikasi dan Audio Visual Aid (TIK & AVA) adalah 

unit penunjang akademik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Dekan atas pertimbangan Senat.

2. Unit TIK & AVA bertugas mengelola sarana TIK dan AVA untuk kelancaran proses 

pembelajaran

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit TIK & AVA mempunyai fungsi, yaitu:

a. Mempersiapkan sarana komputer, internet, dan AVA untuk mendukung proses 

pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya serta kegiatan administrasi.

b. Memberikan pelayanan e-library (pustaka elektronik) bagi civitas academica

c. Membantu Unit Perpustakaan untuk mengembangkan online e-library

d. Menjaga ketersediaan dan kelancaran fungsi TIK & AVA  sehingga tercipta 

suasana pembelajaran yang kondusif

e. Memberi bantuan teknis bagi civitas academica terkait pemanfaatan TIK & AVA 

untuk kelancaran kegiatan akademik dan non-akademik di Fakultas.

f. Terkait dengan butir 3e di atas, fungsi Unit TIK & AVA menganalisis: hasil ujian 

blok, proses pembelajaran, presensi sivitas akademika dan pegawai, data SIM-T, 

dan data lain terkait proses pembelajaran dan ketatausahaan.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka. Unit TIK & AVA mempunyai 

wewenang, yaitu:

a. Mengusulkan sarana TIK & AVA sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang 

pendidikan dan pengelolaan institusi

b. Mengatur bawahan agar melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal
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5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka. Unit TIK & AVA bertanggung-

jawab terhadap:

a. Kelancaran dan keberlanjutan akses internet

b. Kelancaran dan keberlajutan operasional SIM-T

c. Ketersediaan dan kesiapan sarana AVA untuk menunjang proses pembelajaran

d. Pemeliharaan sarana TIK dan AVA agar tetap berfungsi optimal

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit TIK & AVA dibantu 

beberapa tenaga IT dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 30
Unit Keterampilan Klinik

1. Unit Keterampilam Klinik adalah unit pelaksana akademik yang dipimpin oleh 

seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

2. Kepala dan Sekretaris Unit Keterampilan Klinik diangkat dan diberhentikan oleh 

Dekan atas pertimbangan Senat

3. Unit Keterampilan Klinik bertugas merencanakan dan mengembangkan sistem 

pembelajaran keterampilan klinik pada Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Keterampilan Klinik memiliki fungsi, yaitu:

a. Merencanakan dan mengembangkan pembelajaran keterampilan klinik.

b. Mempersiapkan sarana untuk penyelenggaraan praktikum keterampilan klinik

c. Menyelenggarakan praktikum di bidang keterampilan klinik tertentu. 

d. Mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran keterampilan klinik.

e. Membangun bank soal untuk ujian keterampilan klinik pada Pendidikan 

Akademik dan bank soal untuk tryout OSCE dan Uji Kompetensi Mahasiswa 

Program Profesi Dokter (UKMPPD) pada Pendidikan Profesi.

f. Melaksanakan mini-CEx di setiap Bagian Klinik

g. Melaksanakan simulasi OSCE komprehensif pada Pendidikan Profesi

h. Melaksanakan tryout OSCE institusi pada akhir Pendidikan Profesi

i. Melaksanakan OSCE untuk UKMPPD pada akhir Pendidikan Profesi

j. Berkoordinasi dengan UPK, Bagian dan Kelompok Dosen serta Unit terkait

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit Keterampilan Klinik 

memiliki wewenang:

a. Mengusulkan reward and punishment kepada Dekan terkait kinerja tenaga 

pelaksana keterampilan klinik
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b. Membentuk tim pelaksana praktikum keterampilan klinik dan tim pelaksana 

OSCE

c. Menggunakan anggaran sesuai rencana dan ketentuan yang ditetapkan

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit Keterampilan Klinik 

bertanggungjawab terhadap:

a. Kebenaran dan ketepatan program kerja dan hasil kerja

b. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas

c. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja

d. Kedisiplinan bawahan

e. Kerahasiaan soal ujian

f. Kebenaran dan kelengkapan laporan

7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit Keterampilan Klinik 

bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 31
Unit Computer-Based Test

1. Unit Computer-Based Test (CBT) adalah unit pelaksana akademik yang dipimpin 

oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

2. Kepala dan Sekretaris Unit CBT diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas 

pertimbangan Senat

3. Unit CBT mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan evaluasi 

berbasis komputer terhadap tingkat kompetensi hasil pembelajaran pada Pendidikan 

Akademik dan Profesi 

4. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit CBT mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan review soal untuk penyelarasan soal ujian Blok agar sesuai dengan 

kaidah-kaidah pembuatan multiple choice question (MCQ)

b. Melaksanakan item bank administration (IBA) soal CBT untuk menyeleksi soal 

ujian blok dan menganalisis validitas soal menggunakan mesin.

c. Melaksanakan item bank administration (IBA) soal CBT untuk menyeleksi soal 

yang akan dikirim ke Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) 

Wilayah V. 

d. Membuat bank soal dan melengkapinya secara berkelanjutan, termasuk soal-soal 

ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru

e. Mengelola  pusat CBT sesuai peruntukannya.
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f. Melaksanakan CBT untuk setiap akhir Blok dan CBT komprehensif, 2 (dua) kali 

selama Pendidikan akademik

g. Melaksanakan tryout CBT institusi pada akhir jenjang pendidikan profesi

h. Merencanakan dan melaksanakan CBT untuk Uji Kompetensi Mahasiswa Program 

Profesi Dokter (UKMPPD)

i. Berkoordinasi dengan UPK, Bagian dan Kelompok Dosen serta Unit terkait.

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Unit Assessment memiliki 

wewenang, yaitu:

a. Membentuk tim pelaksana item bank administration (IBA) soal CBT

b. Memberikan umpan balik kepada UPK dan Dekan

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Unit CBT bertanggungjawab 

terhadap:

a. Kerahasiaan soal ujian

b. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan ujian

c. Kebenaran dan kelengkapan laporan

7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit CBT 

bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 32
Unit Laboratorium Biomedik Terpadu

1. Unit Laboratorium Biomedik Terpadu adalah unit penunjang akademik, dipimpin oleh 

seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas pertimbangan Senat

2. Unit Laboratorium Biomedik Terpadu yang mencakup Lab Basah dan Lab Kering 

bertugas menyelenggarakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman 

dan keterampilan mahasiswa dalam bidang ilmu biomedik

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Laboratorium Biomedik Terpadu mempunyai 

fungsi, yaitu:

a. Mempersiapkan sarana untuk penyelenggaraan praktikum 

b. Menyelenggarakan praktikum di bidang ilmu biomedik tertentu. 

c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan praktikum.

d. Memelihara sarana penyelenggaraan praktikum

e. Mengembangkan sarana sesuai kebutuhan

f. Berkoordinasi dengan unsur atau unit yang relevan.
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4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Lab mempunyai wewenang, 

yaitu:

a. Memberi tugas dan arahan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan

b. Mengusulkan sarana praktikum yang diperlukan sesuai kebutuhan

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Lab beranggungjawab 

terhadap:

a. Kesiapan sarana praktikum

b. Ketepatan pelaksanaan tugas

c. Kebenaran ketepatan laporan pelaksanaan tugas

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Lab Biomedik Terpadu 

dibantu oleh 1 (satu) atau lebih tenaga analis dan bertanggungjawab kepada Dekan

Pasal 33
Unit Laboratorium Biologi Molekuler 

1. Unit Laboratorium Biologi Molekuler (Lab Biomol) adalah unit penunjang akademik, 

dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas 

pertimbangan Senat

2. Lab Biomol, bertugas mengembangkan penelitian Biomol dan menyelenggarakan 

proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa 

dalam bidang Biomol

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Lab Biomol mempunyai fungsi, yaitu: 

a. Mengembangkan sarana, SDM dan kapasitas Lab Biomol

b. Mempersiapkan sarana untuk penyelenggaraan praktikum 

c. Menyelenggarakan praktikum di bidang ilmu tertentu untuk mahasiswa

d. Melakukan pemeriksaan berbagai sediaan lab untuk tujuan penelitian dan 

pengabdian. 

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan praktikum dan kapasitas lab.

f. Berkoordinasi dengan unsur atau unit yang relevan, serta pihak lain yang 

membutuhkan jasa Lab Biomol.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Lab Biomol mempunyai 

wewenang, yaitu:

a. Memberi tugas dan arahan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan

b. Mengusulkan sarana praktikum yang diperlukan sesuai kebutuhan
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5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Lab Biomol 

bertanggungjawab terhadap:

a. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan

b. Kebenaran dan kelengkapan laporan

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Lab Biomol dibantu oleh 1 

(satu) atau lebih tenaga analis dan/atau research assisstant dan bertanggungjawab 

kepada Dekan.



38

BAB X
UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 34
Bagian Tata Usaha

1. Unsur Pelaksana Administrasi di Fakultas adalah Bagian Tata Usaha  (TU) yang 

dipimpin oleh seorang Kepala, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan 

Dekan dengan persetujuan Yayasan

2. Bagian Tata Usaha mencakup 3 (tiga) Sub-Bagian, yaitu:

a. Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 

b. Sub-Bagian Keuangan dan Kepegawaian

c. Sub-Bagian Umum dan Perlengkapan

3. Kepala Bagian Tata Usaha (Ka. Bag. TU) bertugas memimpin dan 

mengkoordinasikan kegiatan  administrasi, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Ka. Bag. TU mempunyai fungsi, yaitu:

a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan di bidang ketatausahaan dan 

kesekretariatan

b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan administarsi umum yang 

meliputi bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, akademik, kemahasiswaan, 

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan

c. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan ketatausahaan 

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi  pendidikan, kemahasiswaan, dan 

alumni.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi penelitian dan pengabdian 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian.

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan

h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat

i. Mengkoordinasikan kegiatan untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif

j. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi unit-unit internal Fakultas dan Universitas.

k. Mengkoordinasikan pemeliharaan kebersihan,  keindahan  dan keamanan  (K3)  ruang 

kantor, ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas umum lainnya

l. Menilai prestasi kerja bawahan untuk dijadikan bahan pembinaan karir yang 

bersangkutan
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m. Menghimpun,  menelaah dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan Fakultas

n. Mengkoordinasikan rapat dinas, upacara resmi dan pertemuan lainnya

o. Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, 

penyimpanan, pendistribusian, perawatan inventarisasi dan usul penghapusan barang 

perlengkapan

p. Mempersiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan  

formasi,  pengadaan, usul mutasi, pembinaan dan kesejahtaraan pegawai

q. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran,  penggunaan, 

pelaksanaan anggaran dan memonitor pelaksanaan anggaran

r. Menyusun acuan untuk bahan penyusun anggaran resmi dan penggunaan SPP/DPP 

dan pembangunan

s. Melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama dengan pihak 

lainnya

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka.Bag.TU mempunyai wewenang, 

yaitu:

a. Menentukan prioritas pekerjaan

b. Memberi umpan balik kepada atasan

c. Memberi nilai DP3 bawahan

d. Memaraf dan menandatangani surat-surat dinas sesuai dengan ketentuan

e. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 

f. Menyetujui cuti/izin bawahan. 

g. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka.Bag.TU bertanggungjawab 

terhadap:

a. Ketepatan kebenaran dan program kerja

b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja.

c. Kebenaran dan ketepatan bahan kerja

d. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja

e. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas

f. Kedisplinan bawahan

g. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi

h. Ketepatan pendayagunaan ATK dan APK

i. Kebenaran dan kelengkapan laporan
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7. Dalam melaksanakan tugasnya Ka. Bag. TU dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub-Bagian 

(Ka.Sub-Bag.) dengan sejumlah staf dan tugas dan fungsinya masing-masing

8. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka. Bag. TU bertanggungjawab 

kepada Dekan.

Pasal 35
Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

1. Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub-Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan dengan 

persetujuan Yayasan.

2. Sub-Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni bertugas membantu Kepala 

Bagian Tata Usaha dalam mengelola administrasi akademik, kemahasiswaan dan 

alumni

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ka.Sub-Bag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 

mempunyai fungsi, yaitu:

a. Menyenyelenggarakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian

b. Melaksanakan  administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

c. Melaksanakan administrasi kerjasama pendidikan dan penelitian di lingkungan 

Universitas.

d. Mengolah data dalam bidang administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni

e. Membuat laporan kegiatan akademik, kemahasiswaan dan alumni

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka.Sub-Bag. Akademik, 

Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai wewenang, yaitu:

a. Menentukan prioritas pekerjaan dan mengusulkan kepada atasan

b. Memberikan umpan balik kepada atasan

5. Mengatur bawahan agar kinerjanya efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka.Sub-Bag. Akademik, 

Kemahasiswaan dan Alumni bertanggungjawab terhadap:

a. Efektivitas dan efisiensi kinerja bawahan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya Keberlanjutan pemutahiran (updating) data SIM-T

b. Kebenaran dan ketepatan laporan sesuai tugas dan fungsinya

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka. Sub-Bag Akademik, 

Kemahasiswaan dan Alumni bertanggungjawab kepada Ka.Bag.TU.
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Pasal 36
Sub-Bagian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Ka.Sub-

Bag. yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan dengan 

persetujuan Yayasan, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Ka.Bag.TU.

2. Ka.Sub-Bag. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian bertugas membantu Kepala 

Bagian Tata Usaha dalam menunjang administrasi keuangan dan kepegawaian

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ka.Sub-Bag. Administrasi Keuangan dan 

Kepegawaian mempunyai fungsi, yaitu meliputi:

a. Menyenyelenggarakan administrasi keuangan.

b. Menyenyelenggarakan administrasi kepegawaian

c. Mengolah data administrasi keuangan dan kepegawaian. 

d. Membuat laporan administrasi keuangan dan kepegawaian

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka.Sub-Bag. Administrasi 

Keuangan dan Kepegawaian mempunyai wewenang, yaitu:

a. Menentukan prioritas pekerjaan dan mengusulkan kepada atasan

b. Memberikan umpan balik kepada atasan

c. Mengatur bawahan agar kinerjanya efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya 

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka.Sub-Bag. Administrasi 

Keuangan dan Kepegawaian bertanggungjawab terhadap:

a. Efektivitas dan efisiensi kinerja bawahan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya

b. Keberlanjutan updating data SIM-T

c. Kebenaran dan ketepatan laporan sesuai tugas dan fungsinya

6. Ka.Sub-Bag. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian bertanggungjawab kepada 

Ka.Bag.TU.

Pasal 37 
Sub-Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan

1. Sub-Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Ka.Sub-

Bag. yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan dengan 

persetujuan Yayasan, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Kepala Bagian Tata Usaha.
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2. Ka.Sub-Bag. Administrasi Umum dan Perlengkapan memiliki tugas membantu 

Kepala Bagian Tata Usaha dalam menunjang administrasi umum dan perlengkapan

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub-Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan 

mempunyai fungsi, yaitu:

a. Menyenyelenggarakan kesekretariatan bidang umum dan perlengkapan

b. Menyenyelenggarakan tugas-tugas terkait hubungan masyarakat (kehumasan)

c. Menyediakan perlengkapan, mencakup sarana dan prasarana pendidikan dan 

penunjang pendidikan

d. Melaksanakan tata-kelola kerumahtanggaan dan pemeliharaan 

ketertiban/keamanan

e. Mengolah data administrasi umum dan perlengkapan. 

f. Membuat laporan administrasi umum dan perlengkapan

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka.Sub-Bag. Administrasi Umum 

dan Perlengkapan mempunyai wewenang, yaitu:

a. Menentukan prioritas pekerjaan dan mengusulkan kepada atasan

b. Memberikan umpan balik kepada atasan

c. Mengatur bawahan agar kinerjanya efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ka.Sub-Bag. Administrasi Umum 

dan Perlengkapan bertanggungjawab terhadap:

a. Efektivitas dan efisiensi kinerja bawahan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya

b. Keberlanjutan pemutahiran (updating) data SIM-T

c. Kebenaran dan ketepatan laporan sesuai tugas dan fungsinya

6. Ka.Sub-Bag Administrasi Umum dan Perlengkapan bertanggungjawab kepada Kepala 

Tata Usaha
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BAB XI
PROGRAM STUDI

Pasal 38

1. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan pendidikan 

mahasiswa  dalam bidang ilmu tertentu 

2. Program studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris

3. Ketua program studi bertanggung jawab kepada Dekan 

4. Dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Bagian-bagian dan unsur Fakultas 

lainnya

5. Program studi bertugas:

a. Membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi di lingkungan 

Fakultas

b. Membina administrasi Program Studi

c. Mengusulkan kerjasama dengan badan/lembaga lainnya yang terkait 

6. Program Studi berfungsi

a. Melakukan pembinaan budaya ilmiah secara berkelanjutan di lingkungan Fakultas

b. Membuat Rencana Kerja Tahunan

c. Memberikan laporan kinerja tahunan kepada Dekan 

7. Tata cara pemilihan Ketua Program Studi Pendidikan Dokter 

a. Ketua  dan  sekretaris  Program  Studi  Pendidikan  Dokter  dipilih dari dan oleh 

dosen  tetap  di Program  Studi  Pendidikan  Dokter.

b. Persyaratan  Dosen  yang boleh  dipilih menjadi Ketua  dan  Sekretaris Program  studi  

:

1) Dosen tetap sesuai dengan surat keputusan yayasan. 

2) Menunjukkan kinerja yang baik 

3) Menyatakan kesediaan menjadi ketua dan sekretaris prodi

c. Selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya jabatan, Ketua Program Studi 

melapor kepada Dekan bahwa masa jabatannya akan berakhir. 

d. Dekan membentuk Panitia pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi. 

e. Pemilihan calon Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dilaksanakan dalam rapat 

dosen yang khusus diselnggarakan khusus untuk itu, dengan tata-cara sebagai berikut:

1) Rapat dihadiri oleh minimal 2/3 dosen tetap.

2) Calon KaProdi menyampaikan program kerja.
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3) Pemilihan dilakukan secara langsung.

f. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan KaProdi, calon 

KaProdi (pengganti) sudah terpilih. 

g. Calon KaProdi terpilih diajukan dalam rapat Senat Fakultas untuk mendapatkan 

persetujuan, dan selanjutnya diusulkan kepada Rektor untuk mrndapat pengesahan
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BAB XII
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN

Pasal 39
Rumah Sakit Pendidikan

1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang memiliki fungsi sebagai tempat 

pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang 

pendidikan kedokteran. 

2. Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas mempunyai perjanjian kerjasama tertulis 

sebagai tempat pendidikan untuk mencapai kopetensi sebagai dokter.

3. Rumah Sakit Pendidikan terdiri dari Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSPU), Rumah 

Sakit Pendidikan Afiliasi (RSPA) dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit (RSPS) yang 

ditetapkan berdasarkan kerjasama operasional antara Rumah Sakit dengan Fakultas.

4. Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian 

bidang kedokteran. 

5. Dalam menjalankan fungsi pendidikan bidang kedokteran Rumah Sakit Pendidikan 

bertugas :

a. Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap 

mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.

b. Berperan serta dalam menghasilkan dokter.

c. Membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit 

Pendidikan.

d. Menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan 

kebutuhan pendidikan.

6. Dalam menjalankan fungsi penelitian rumah sakit pendidikan bertugas :

a. Melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan 

teknologi kedokteran.

b. Menilai, menapis dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan teknologi 

kesehatan lainnya.

c. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialistik-subspesialistik 

dan spesialisasi bidang kesehatan lainnya.

d. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran 

dan kesehatan lainnya.
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e. Mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak 

lain yang terkait.

7. Dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit pendidikan memiliki kewajiban :

a. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/klien

b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kesehatan 

lain.

c. Menyelenggarakan jejaring pelayanan rujukan dan membina fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama.

d. Menjalankan tata-kelola organisasi dan tata-kelola klinis yang efektif, efisien dan 

akuntabel.

e. Meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran dan kesehatan lain 

sesuai dengan perkembangn teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan 

fungsi dan klasifikasinya.

f. Meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan.

Pasal 40
Komite Koordinasi Pendidikan

1. Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) dibentuk oleh : Direktur RSPU bersama 

pimpinan Fakultas dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses 

pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan. 

2. Komkordik mempunyai tugas :

a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di rumah sakit 

pendidikan 

b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran 

klinik sesuai kebutuhan.

c. Menyusun perencaraan sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh mahasiswa.

d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi 

pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain.

e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang 

melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan 

bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa.
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f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh 

proses pelayanan yang dilakukan termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah 

Sakit Pendidikan.

g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik 

mahasiswa.

h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur Rumah Sakit Pendidikan 

dan pimpinan Fakultas.

3. Komkordik merupakan unit fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan 

dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 41
Dinas Kesehatan

1. Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan 

Fakultas dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan 

perjanjian kerjasama.

2. Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertugas membantu 

Fakultas dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

3. Dalam menyelenggarakan pendidikan, Dinas Kesehatan berkewajiban menyediakan 

tempat pendidikan.
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BAB XIII
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 42
Organisasi Kemahasiswaan

Lembaga Mahasiswa Fakultas Kedokteran (LMFK) terdiri dari HM (Himpunan Mahasiswa), 

DPM (Dewann Perwakilan Mahasiswa), yang berturut-turut merupakan lembaga eksekutif 

dan legislatif organisasi kemahasiswaan di FKIK Unwar. 

1. Himpunan Mahasiswa (HM) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas yang 

bertugas sebagai wahana untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan 

kegiatan ekstrakurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan.

a. HM sebagai lembaga eksekutif dalam pemerintahan LMFK mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1) Ketua HM  berfungsi sebagai kepala eksekutif dipertanggungjawabkan dalam 

Musyawarah Mahasiswa (MUSMA) atau Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa 

(MUSMALUB).

2) HM bersama-sama Penyelenggara Fakultas  bertugas menjaga kualitas 

pendidikan, meliputi penggalian, pengolahan, dan penindaklanjutan aspirasi 

mahasiswa dan sosialisasi hasil  ke mahasiswa.

3) HM berfungsi mengembangkan kualitas mahasiswa secara umum dan sistem 

kaderisasi di semua lembaga mahasiswa dibawah LMFK.

4) HM bekerja sama dengan DPM bertugas menyediakan kebutuhan mahasiswa baik 

fisik maupun mental di luar fasilitas fakultas, menjadi penghubung antara 

kebutuhan non akademik mahasiswa dengan fakultas dan menyediakan wadah 

bagi penyaluran minat dan bakat mahasiswa.

5) HM berfungsi sebagai koordinator dan bekerjasama dengan Fakultas dalam 

melaksanakan kewajiban pengabdian kepada masyarakat.

6) HM FKIK sebagai eksekutif menjalankan fungsi jaringan dengan organisasi 

kemahasiswaan baik internal maupun eksternal Universitas Warmadewa.

b. HM dipimpin oleh seorang Ketua, dimana syarat dan cara pemilihan diatur dalam 

peraturan tersendiri

2. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat 

fakultas yang berperan sebagai lembaga legislatif  mahasiswa di LMFK.
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a. Anggota DPM FK merupakan perwakilan mahasiswa FKIK Unwar yang dicalonkan 

dan dipilih oleh masing-masing semester.

b. DPM mempunyai fungsi dan hak legislasi seperti berikut.

1) DPM  bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja HM  agar dapat berfungsi 

sesuai dengan tujuan yang telah diarahkan supaya tidak menyimpang dari 

AD/ART dan peraturan lain yang ada di bawahnya.

2) DPM FKIK bertugas sebagai sarana menggali, menerima dan menyalurkan 

aspirasi mahasiswa FK Unwar kepada pihak HM FKIK Unwar serta pihak-pihak 

terkait lainnya.

3) DPM mempunyai hak untuk bertanya mengenai suatu masalah tertentu kepada 

BEM dengan tujuan untuk lebih memahami masalah tersebut dan untuk 

membantu penyelesaian masalah.

4) DPM mempunyai hak untuk berpendapat mengenai suatu masalah yang ada 

kepada pihak BEM, FKIK Unwar, dan pihak-pihak yang terkait.

5) DPM mempunyai hak untuk mengajukan suatu usulan kepada pihak BEM, FKIK

Unwar, dan Unwar berkaitan dengan kehidupan LMFK.

6) DPM mempunyai hak untuk mengajukan rancangan anggaran, menyepakati, dan 

mengaudit anggaran untuk pelaksanaan program kerja di LMFK.

7) Dalam melaksanakan fungsi dan haknya, BPM bertanggung jawab bagi kehidupan 

LMFK Unwar.

8) DPM bertugas merancang dan melaksanakan MUSMA & MUSMALUB.

c. DPM dipimpin oleh seorang Ketua, dimana syarat dan cara pemilihannya diatur 

dalam peraturan tersendiri.

Pasal 43
Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi di luar 

Universitas dan berminat pindah ke Fakultas.

a. Status Perguruan Tinggi asal mahasiswa yang akan pindah adalah Perguruan Tinggi 

Negeri/swasta terakreditasi.

b. Jenjang program yang akan dimasuki maksimal sama dengan jenjang program pada 

Perguruan Tinggi asalnya.
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2. Persyaratan pindah adalah sebagai berikut:

a. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Fakultas dan atau 

Universitas asalnya;

b. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik;

c. Ada alasan yang kuat yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari yang 

berwenang;

d. Daya tampung Fakultas masih memungkinkan.

e. Memenuhi persyaratan khusus seperti yang tertuang dalam buku panduan di masing-

masing PS.

3. Tatacara mengajukan permohonan pindah.

Permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan paling lambat 1 

(satu) bulan sebelum masa perkuliahan di mulai dengan melampirkan:

a. Transkrip akademik;

b. Surat keterangan persetujuan pindah dari perguruan tinggi asal;

c. Surat persetujuan dari orang tua/wali;

d. Surat domisili dari orang tua/wali;

e. Rekomendasi dari Fakultas asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah 

mahasiswa yang baik, tidak pernah melanggar tata tertib dan hukum.

4. Batas masa studi maksimal mahasiswa pindahan dihitung dari waktu yang telah 

dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Fakultas asal.

Pasal 44
Mahasiswa Asing

1. Mahasiswa asing yang ingin mengikuti pendidikan penuh harus memenuhi persyaratan 

seperti pada mahasiswa warga Negara RI dan persyaratan khusus yang berlaku bagi 

mahasiswa asing.

2. Mahasiswa asing yang ingin melakukan studi jangka pendek (elective study) dapat 

diterima setelah memenuhi persyaratan dan peraturan perundangan yang ditentukan, 

antara lain memperoleh ijin dari Dirjen Dikti, membayar biaya pendidikan dan ada 

Bagian yang bersedia sebagai pembimbing.



51

Pasal 45
Ikatan Alumni Universitas Warmadewa Komisariat Fakultas Kedokteran

1. Ikatan Alumni Universitas Warmadewa (Ikadewa) Komisariat Fakultas adalah organisasi 

alumni Fakultas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang 

berorientasi pada wawasan almamater.

2. Ikadewa bertujuan:

a. Mempertahankan, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik almamater;

b. Meningkatkan pengabdian alumni dalam pembangunan Bangsa dan Negara;

c. Membina hubungan yang harmonis dan meningkatkan rasa kekeluargaan di antara 

anggota serta antar almamater;

d. Membantu meningkatkan peranan almamater dalam melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi.

3. Keanggotaan Ikadewa terdiri atas:

a. Anggota biasa yaitu lulusan Fakultas Kedokteran Unwar dan bersifat otomatis;

b. Anggota luar biasa adalah staf pengajar bukan lulusan Fakultas yang mengajukan diri 

menjadi anggota dan disetujui oleh pengurus;

c. Anggota kehormatan yaitu setiap orang yang berjasa pada pembangunan dan 

pengembangan Ikadewa serta almamater.
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BAB XIV
KURIKULUM

Pasal 46
1. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan proses belajar-mengajar yang memuat 

kompetensi lulusan, tujuan, strategi, penilaian hasil pembelajaran serta evaluasinya.  

2. Kurikulum lengkap diatur dalam Buku Panduan Khusus Program Studi masing-masing 

Program Studi.

BAB XV

PENILAIAN KEBERHASILAN BELAJAR
Pasal 47

Nilai Kelulusan
Nilai kelulusan mahasiswa dan cara penghitungan IPK diatur dalam Buku Panduan Khusus 

pada masing-masing Program Studi

Pasal 48
Penentuan Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan ditentukan dengan melihat nilai inti dan diluar inti sebagai berikut:

1. Memuaskan IPK, jika IPK antara 3 – 3,3

2. Sangat memuaskan, jika IPK antara 3,4 – 3,6

3. Dengan pujian (cum laude), jika IPK diatas 3,7

Pasal 49
Remedial dan Perbaikan Nilai

Tatacara dan pelaksanaan remidial bagi mahasiswa yang belum lulus dan  perbaikan nilai 

diatur dalam Buku Peraturan Akademik Khusus dari masing-masing Program Studi.

Pasal 50
Yudisium, Pelantikan, dan Wisuda

1. Yudisium dilakukan pada akhir jenjang pendidikan sarjana dan jenjang profesi
2. Pelantikan profesi dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan profesi. 
3. Wisuda

a. Wisuda merupakan peristiwa pelepasan wisudawan oleh Rektor

b. Dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan secara penuh dan lulus 

UKDI.
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BAB XVI

PENGHENTIAN PENDIDIKAN 

Pasal 51
Penghentian Pendidikan Sementara

1. Cuti akademik.

a. Cuti akademik adalah cuti mahasiswa secara perorangan, oleh karena mahasiswa 

menghentikan pendidikannya untuk sementara waktu atas dasar suatu alasan yang 

sah;

b. Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan masa studi;

c. Cuti dianggap sah apabila mendapat persetujuan Dekan atau yang dikuasakan dan 

disahkan oleh Rektor atau yang dikuasakan;

d. Lama cuti akademik maksimal empat (4) semester yang dapat dilakukan dalam empat 

(4) periode yang tidak berurutan;

e. Mahasiswa yang mengambil cuti dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam 

kedudukan sesuai dengan jenjang yang ditinggalkan;

2. Penghentian pendidikan sementara yang tidak sah

a. Penghentian pendidikan sementara tidak sah apabila tidak mendapatkan ijin dari 

Dekan atau yang dikuasakan, oleh karena itu diperhitungkan dalam  masa studi;

b. Mahasiswa yang dua (2) semester berturut-turut menghentikan pendidikan secara 

tidak sah dianggap mengundurkan diri.

c. Penghentian pendidikan karena menjalani penghentian pendidikan sementara yang 

tidak sah diperhitungkan dalam masa studi.

3. Hukuman akademik

a. Penghentian pendidikan karena menjalani hukuman akademik diperhitungkan dalam 

masa studi;

b. Mahasiswa yang menjalani hukuman akademik selama dua (2) semester berturut-turut 

dianggap mengundurkan diri, dan tidak diterima kembali sebagai mahasiswa.
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4. Anjuran alih program studi atau penghentian pendidikan sementara karena masalah 

akademik diatur dalam Buku Panduan Akademik Khusus Program Studi pada masing-

masing Program Studi

Pasal 52
Sanksi Akademik dan Batas Waktu Pendidikan

1. Sanksi akademik

a. Sanksi akademik berupa peringatan, dan penghentian pendidikan sementara kepada 

mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akademik atau tindakan kriminal 

dilakukan oleh Dekan berdasarkan atas pertimbangan dan pengesahan  Senat 

Fakultas;

b. Pengeluaran mahasiswa (drop out) dari pendidikan dilakukan olek Rektor setelah 

mendapat pertimbangan dari Dekan Fakultas atas pertimbangan dan pengesahan  

Senat Fakultas.

2. Batas waktu pendidikan

a. Batas waktu pendidikan tiap jenjang adalah satu setengah (1½) kali masa studi pada 

jenjang tersebut;

b. Mahasiswa yang tidak berhasil lulus pada jenjang tersebut dalam batas waktu yang 

ditentukan dikeluarkan dari pendidikan.

BAB XVII
ADMINISTRASI SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 53
Kartu Rencana Studi.

Kartu rencana studi  (KRS)  adalah kartu tentang rencana mata kuliah atau blok kurikulum  

yang ditempuh oleh mahasiswa  pada satu semester. Kartu ini diisi oleh mahasiswa dan 

ditandatangani oleh dosen pembimbing akademiknya (dosen PA).

BAB XVIII
GELAR DAN WISUDA

Pasal 54
1. Gelar

a. Nama gelar lulusan masing-masing Program Studi disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku
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b. Nama gelar diatur dalam Buku Panduan Khusus Program Studi pada masing-masing 

Program Studi

2. Ijasah sarjana pada program studi jenjang S1dan  ijasah profesi pada program studi 

jenjang profesi diserahkan dalam upacara wisuda di Universitas.

BAB XIX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 55
Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaring

1. Rumah Sakit (RS) Pendidikan Utama dan RS Jejaring pendidikan adalah RS yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

2. RS Pendidikan Utama adalah RS Sanjiwani Gianyar; merupakan tempat pembelajaran 

utama khususnya juntuk jenjang profesi.

3. RS Jejaring (RS Satelit dan RS Afiliasi) adalah rumah sakit lainnya yang memenuhi 

syarat untuk pendidikan dan telah mempunyai kesepakatan kerja sama (MOU) dengan FK 

Unwar. 

4. Untuk pengaturan  pelaksanaan pendidikan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, 

diadakan perjanjian kerjasama antara Gubenur atau Bupati/Wali kota dimana rumah sakit 

itu berada dan pimpinan rumah sakit yang bersangkutan dengan Rektor dan Dekan FK 

Unwar.

5. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, semua staf pendidik baik tetap (berasal dari FK 

Unwar) maupun tidak tetap (staf RS Pendidikan Utama atau RS Jejaring) wajib ikut 

melakukan proses belajar mengajar pada mahasiswa dan pelayanan kepada masyarakat.

6. Khusus di RS Pendidikan Utama, agar terdapat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

antara tugas RS Pendidikan Utama dan tugas Fakultas, maka Ketua SMF dan Ketua 

Bagian satu (1) cabang ilmu dijabat oleh satu (1) orang.

Pasal 56
Tempat Praktek Lapangan.

Untuk menunjang  kegiatan pendidikan, Fakultas menggunakan beberapa tempat untuk 

tempat praktek lapangan antara lain:
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1. Daerah-daerah yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama antara pihak 

Fakultas dengan instansi terkait;

2. Puskesmas di seluruh Bali  yang digunakan sebagai tempat latihan mahasiswa khususnya 

di bidang ilmu kesehatan masyarakat;

BAB XX
DANA

Pasal 57
Sumber dana fakultas berasal dari:

1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

2. Anggaran pemerintah (anggaran rutin dan anggaran pembangunan);

3. Sumbangan masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat;

4. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Faculty fee dari Bagian-bagian dan unit fungsional minimal sebesar 10% dari pendapatan 

bruto.

BAB XXI
PERUBAHAN BUKU PERATURAN AKADEMIK

Pasal 58
Perubahan Buku Peraturan Akademik FK Unwar dapat dilakukan:

1. Setiap empat (4) tahun untuk perbaikan;

2. Bila pasal-pasal dalam buku panduan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan 

atau karena ada perubahan kebijakan dalam pelaksanaan Pendidikan;

3. Perubahan dianggap sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

Senat yang hadir dalam rapat yang mencapai kuorum.

BAB XXII
PENUTUP

Pasal 59
Buku Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa tahun 2016 mulai 

berlaku sejak tanggal disahkan oleh Dekan Fakultas. Disahkan di  Denpasar tanggal 27 

Desember 2016.


